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ABSTRAK
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Pembimbing | . Arifin Abdullah, S.Hi., M.H., MA

Pembimbing 1l :Aulil Amri, MH

Kata Kunci . Pertimbangan Hakim, Mengabulkan, Permohonan

Dispensasi Kawin.

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan merupakan
ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, pada kenyataannya untuk
melestarikan keseimbangan hidup dalam berumah tangga tidaklah mudah.
Terjadinya perceraian dalam sebuah penikahan karena talak, imam Syafi’i
membagi talak menjadi talak ba’in kubra atau talak tiga. Pada nikah muhalil
timbul permasalahan yaitu ketika terjadi proses rekayasa yaitu ketika bekas
suami mencari laki-laki lain untuk menikahi istrinya dengan menyatakan syarat
yaitu agar laki-laki yang menikahi istrinya kemudian menceraikanya, setelah
melakukan hubungan suami istri dengannya. Penelitian ini secara khusus untuk
mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Ketambe tentang nikah muhalil
dan pandangan ulama Mazhab tentang praktek nikah muhalil di Kecamatan
Ketambe. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan
(fieldresearch) dalam pelaksanaannya ~menggunakan metode pendekatan
kualitatif. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa praktek nikah muhalil
yang berlangsung di Kecamatan Ketambe sama seperti nikah pad umumnya.
Akan tetapi pernikahan ini dilakukan bukan di depan pegawai pencatat nikah
(PPN) dan dilakukan di kediaman muhalil. Tokoh agama dan Masyarakat
menyatakan nikah muhalil yang berlngsung tersebut dipandang sah karena telah
memenuhi syarat, namun dari sisi lain karena pernikahan tersebut bukan sebagai
dasar menjalani rumah tangga yang utuh membuat kesan sebagai formalitas
semata. Ulama mazhab berpendapat; Imam Malik berpendapat bahwa nikah
muhalil dapat dibatalkan jika dilakukan dengan bersyarat, Abu Hanifah dan
Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa nikah muhalil itu sah karena dalam akad
perkawinan tidak terdapat adanya persyaratan, adapun mazhab Hambali
sependapat dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa akadnya rusak dan
batal sehingga perkawinan selanjutnya oleh suami pertama tidak sah.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman
Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai
berikut:

1. Konsonan
_ Lati
No. | Arab Latin Ket No. | Arab Ket
n
Tidak t dengan titik
1 ! L b5 t g
dilambangkan di bawahnya
z dengan
2 < B VY b z titik di
bawahnya
3 < T YA I ©
s dengan titik
4 & S ) iy I gh
di atasnya
5 d J Yy - f
6 - h dengan titik Y )
A
¢ di bawahnya |
7 d kh Yy d k
8 3 D Yy J I
z dengan titik
9 K| 4 ] Y¢ a m
di atasnya
10 J R Yo d n
11 J Z A 3 w
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12 o S Yv ® h
13 | & sy YA 3 ’
s dengan titik
14 | o S , ¥4 ¢ y
di bawahnya
. d dengan titik
15 o d .
di bawahnya
2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf

@ o Fathah dan ya Ai

5 o Fathah dan wau Au




Contoh:

S = Kaifa,
Jdss  =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
sl & Fathah dan alif atau ya A
S o Kasrah dan ya I
e Dammah dan wau U
Contoh:
& = gala
=) =ramd
J8 = gila
J3% = yagilu

4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah ( 8) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah () mati
Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikan dengan h.
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Contoh:
Jak$ Lay; : raudah al-agfal/ raudatul agfal
5250 sl al-Madimah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah
FERGA : Talhah
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3. Hukum adalah
gejala sosial dan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa, yang telah
mengatur tatanan hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum yang
berlaku sejak dahulu.! Salah satu contoh produk hukum yaitu hukum
perkawinan. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam
masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara
seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun
1974).2

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah
untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan
rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukun
Islam untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk
mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan
teratur.®

Tujuan perkawinan juga diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, serta bahagia

R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta ,2004, him 21.

2Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),Sinar Grafika,
Jakarta, 2002, him. 61.

3Hilman Hadiksusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum
Adat, dan Hukum Agama., Mandar Maju, Bandung, 2007, him.23.

1



lahir dan batin. Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan, bahwa
memelihara kelestarian, dan keseimbangan hidup bersama suami istri bukanlah
masalah yang mudah dilaksanakan. Bahkah dalam banyak hal, kasih sayang dan
kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-
faktor fisikologis, biologis, ekonomi, perbedaan pandangan hidup dan lain
sebagainya sering muncul dalam kehidupan perkawinan tersebut.*

Menurut imam Syafi’i salah satu penyebab perceraian adalah talak.
Talak yaitu lepasnya ikatan tali pernikahan, dari segi hukumnya, imam Syafi’i
membagi talak menjadi talak ba’in kubra atau talak tiga.> Pada talak ba’in
kubra ini suami tidak dapat rujuk pada bekas isterinya dulu maupun dengan
akad nikah baru tapi harus dipenuhi syarat yaitu bekas isterinya harus terlebih
dahulu kawin lagi dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami
istri serta telah cerai dan habis masa iddahnya, baru ia boleh kawin lagi dengan
suaminya terlebih dahulu.® Para ulama mazhab sepakat bahwa suami yang
mentalak istrinya dengan talak bai’n kubra (talak tiga), maka istrinya tidak
halal baginya, kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain.’
Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam merumuskan larangan kawin apabila:

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
a. Dengan seorang wanita mantan isterinya yang ditalak tiga kali

b. Dengan seorang wanita mantan insterinya yang dili'an

4Sayyid Sabig, Figih Sunnah, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007, him.135.

SImam Mustofa, “Potret Hukum Talak dan Cerai di Indonesia dan Mesir (Analisis
Deskriptif Komparatif terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan)”, Jurnal Studi Agama dan
Masyarakat, STAIN Palangka Raya,Vol. V, No. 2 Desember 2011, him. 85.

®Dhevi Nayasari, “Pelaksanaan Rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lamongan”, Jurnal Independent, Lamongan, Vol. 2, No 1. 2015, him. 121.

7Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, PT Lentera Basritama, Jakarta,
2000, him.453.



2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf (a) gugur, kalau isteri telah
kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba’da
dukhul dan telah habis masa iddahnya.®

Berdasarkan Pasal 43 angka (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut,
menunjukkan bahwa kalau suaminya ingin kembali lagi kepadanya maka wanita
tersebut harus memihak dulu dengan laki-laki lain dengan pernikahan baru,
namun banyak kasus membuktikan bahwa dalam melakukan pernikahan
seperti ini hanya formalitas dan jauh dari substansi perkawinan. Seorang yang
menikahi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud
menghalalkan perempuan ini kepada suaminya yang pertama, inilah yang
dinamakan dengan nikah muhalil.

Nikah muhalil merupakan seorang laki-laki yang mengawini perempuan
yang di talak tiga dengan tujuan supaya laki-laki pertama itu bisa kembali lagi
dengannya.’ Yang dimaksud dengan menikah dengan laki-laki lain bukan hanya
sekadar melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh telah melakukan hubungan
kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya. Nikah
muhalil ini termasuk perbuatan dosa besar dan munkar serta diharamkan oleh
Allah.

Dalam hal nikah muhalil, imam Al-Shatibi memandang walaupun
menggunakan cara-cara yang fasid tetapi masih dalam koridor kebolehan
menurut syari'ah mengingat tujuan muhalil itu, untuk islah baina al-zauzaini.
Pendapat ini, berbeda dengan lbn Taimiyah dan Ibn Qayim al- Jauziyah, yang
tetap menolak nikah muhalil karena hanya bertujuan untuk syarat agar suami

yang dulu secara hukum dapat menikah kembali dengan isterinya.*°

8 Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam
®Ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1985, him.281.

OMoh. Imron Rosyadi, “Hilah Al-Hukmi Studi Perkembangan Teori Hukum Islam”,
Jurnal Independet, STAI Taswirul Afkar Surabaya, Vol.2, No.1 Januari 2011, him. 43.



Pada nikah muhalil ini, timbul permasalahan yaitu ketika terjadi proses
rekayasa yaitu ketika bekas suami mencari laki-laki lain untuk menikahi istrinya
dengan menyatakan syarat yaitu agar laki-laki yang menikahi istrinya kemudian
menceraikanya, setelah melakukan hubungan suami istri dengannya, dalam
beberapa kasus di Kecamatan Ketambe, praktek semacam ini sering kali di
lakukan dengan cara bayaran. Artinya ada skenario pernikahan, maka haram
dan berdosa besar.!

Dari pernikahan muhalil ini, mustahil tercapainya tujuan dari pernikahan
yang telah disyariatkan agama Islam maupun yang telah diatur oleh hukum
positif, karena hanya bertujuan untuk menghalalka wanita tersebut terhadap
suaminya yang telah menceraikannya sampai tiga kali. Pernikahan muhalil ini
tidak mengenal adanya pencatatan pernikahan dan hanya dilakukan dengan niat
menceraikannya setelah melakukan hubungan suami isteri. Faktanya umur
pernikahan muhalil yang dilakukan ini hanya beberapa hari saja bahkan hanya
untuk melakukan hubungan suami istri setelah itu mereka bercerai dan suami
muhalil ini mendapatkan upah.*?

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
“PANDANGAN ULAMA TERHADAP NIKAH MUHALIL ( Studi di

Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara ).”

B. Rumusan Masalah
Untuk lebih mengarah pada pokok permasalahan, maka penulis mencoba
merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek nikah muhalil di Kecamatan Ketambe ?

I\Wawancara dengan Bapak Mr (inisial), Tokoh Agama, Hari Kamis, Tanggal 18 April
2021 via Handphone, Bertempat di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara.

123apriyanto, “ Praktek Nikah Tahlil (Studi pada Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-
muko Bar hin VII, Kabupaten Bungo, Jambi)”, Tesis, Program Sarjana Syariah Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, him.7.



2. Bagaimana pandangan ulama Mazhab tentang praktek nikah muhalil di
Kecamatan Ketambe ?

C. Tujuan Penelitian
Senada dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian
ini adalah:
1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Ketambe tentang
nikah muhalil
2. Untuk mengetahui pandangan ulama Mazhab tentang praktek nikah

mubhalil di Kecamatan Ketambe

D. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan pemahaman dalam
pemakaian istilah-istilah yang terdapat pada skripsi ini, oleh Kkarena itu
penulis memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah di bawah ini:
1.Ulama
Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam
bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist,
ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti saraf, nahwu,
balagah dan sebagainya.
2.Nikah
Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran.
Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki- laki
dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.?
3.Mubhalil
Muhalil berasal dari kata hallala, yuhallilu, muhalilan yaitu penghalalan.
Menisbatkan kepada peristiwva kesepakatan antara suami pertama

(muhallalah) terhadap (muhalil) laki-laki yang menikahi perempuan untuk

13Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), him. 3.



kemudian menceraikannya. Jenis perkawinan yang dilakukan muhalil dalam
figih dikenal dengan nikah tahlil atau “halalah” berarti mengesahkan atau
membuat sesuatu menjadi halal, juga merupakan amalan yang biasa

dilakukan sebelum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang nikah tahlil bukannlah kajian yang baru, setelah peneliti
melakukan kajian pustaka, penelelitian menemukan hasil penelitian yang
dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian
yang sedang peneliti lakukan yaitu tentang nikah muhalil berdasarkan temuan
penulis ada karya-karya ilmiah yang serupa dengan skripsi ini diantaranya
adalah:

1. Skripsi yang telah ditulis oleh Ahmad Zarkasyi dengan judul Nikah Muhalil
Menurut Imam Hanafi. Dalam skripsi ini membahas tentang nikah muhalil
pada prinsipnya adalah merupakan suatu pernikahan yang dilarang dan
mendapat kencaman keras dari Rasulullah saw bagi pelakunya. Nikah
muhalil menurut mayoritas ulama Mujtahid, seperti Maliki, Syafii, dan
Hambali ‘merupakan suatu pernikahan yang tidak sah (batal).®®> Namun,
berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang menganggap sah pernikahan
muhalil ini. Maka penelitian Ini membahas tentang pandangan Imam
Abu Hanifah yang menganggap sahnya nikah muhalil ini.

2. Skripsi yang telah ditulis oleh Zainal Arifin dengan judul Analisis Pendapat
Empat Madzab Tentang Nikah Tahlil (Stadi Kasus di Desa Kranggan Barat,
Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan). Skripsi ini membahas
tentang pendapat empat Mazhab terhadap praktik nikah tahlil ada
perbedaan hukumnya ada yang mengharamkan ada yang tidak. Praktik

4Abdur Rahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992,
him. 95

5Ahmad Zarkarsyi, “Nikah Mufallil Menurut Imam Hanafi”, (Skripsi, Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011).



nikah tahlil menurut pendapat empat Mazhab tentang sahnya nikah tahlil
menurut Imam Abu Hanifah apabila seorang laki-laki menikahi seorang
wanita yang telah ditalak tiga suaminya dengan maksud agar wanita tersebut
dapat dinikahi kembali oleh mantan suaminya, maka hukum pernikahannya
sah. Imam Malik berpendapat bahwa dalam persoalan nikah tahlil
menyamakan hukum nikah tahlil dengan nikah mut’ah hukumnya tidak
sah, menurut pendapat Mazhab Hambali bahwa pernikahan seorang laki-laki
dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan
untuk menghalalkan wanita itu menikah kembali dengan mantan suaminya,
maka hukumnya haram.*®

3. Jurnal yang diteliti dan disusun oleh M. Sja’roni ini berjudul, Nikah muhalil
dalam Perspektif Empat  Mazhab.'” dalam jurnal ini menjelaskan
bagaimana pengertian nikah muhalil beserta hukumnya menurut empat
Mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali dengan membandingkan
hukum nikah tahlil menurut mereka beserta pendapat-pendapatnya tentang
hukum nikah tahlil yang dikemukakan. Mazhab Hanafi membolehkan nikah
muhalil dan menganggap akad nikah yang bertujuan untuk menghalalkan
perempuan yang ditalak tiga nikah kembali dengan mantan suaminya itu
tetap sah. Bahkan si muhalil bisa dapat pahala karena membantu
mendamaikan dan merukunkan kembali perempuan yang sudah ditalak tiga
suaminya dapat kembali dengan suaminya yang dulu dengan cara menikah
kembali. Tetapi apabila si muhallil itu bertujuan hanya menuruti hawa nafsu
saja atau hanya sebagai profesi sebagai muhalil agar mendapatkan upah atau
bayaran, maka itu status hukumnya makruh tahrim. Mazhab Maliki, Syafi’i

dan Hambali menganggap pernikahan muhalil itu hukumnya haram.

16Zainal Arifin, Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Nikah Tahlil, Skripsi UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2016.

M. Sja’roni, Nikah Muhalil dalam Perspektif Empat Madzhab, (Qualita Ahsana:
Desember, 2005).



4. Artikel ilmiah hasil penelitian yang disusun oleh Trivia Meylisa dkk, yang
berjudul Tinjauan Yuridis Perkawinan Tahlil Menurut Hukum Islam. Karya
ilmiah ini menjelaskan tentang nikah tahlil adalah suatu akibat dari jatuhnya
talag ketiga kalinya yang dilakukan oleh suami untuk ditujukan kepada
bekas istri, bisa juga disebut dengan talaq ba’in kubro, mempunyai
konsekuensi bahwa suami tidak boleh ruju’ dengan bekas istri telah menikah
kembali dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai dan habis pula masa
iddahnya, muncul masalah tentang perkawinan tahlil faktor penyebabnya
adalah karena adanya pengucapan talag tiga kali. Berdasarkan peraturan-
peraturan didalam Al-Qur’an, Hadis-hadis Nabi, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 43
ayat 1, merupakan sebagai wadah untuk melindungi pelaku nikah tahlil
(pihak bekas suami, bekas istri, dan suami keduanya), bahwa sebenarnya
perkawinan tahlil ditujukan untuk mempersulit suami dalam hal
penceraian karena adanya suatu Syarat-syarat yang sulit untuk dilakukan.®

5. Buku yang ditulis olen Agustin Hanapi dan Fakhrurrazi M. Yunus dengan
judul “Nikah Cina Buta Di Aceh Membongkar Praktek dan Dampaknya
terhadap Perempuan.”*® Buku ini menjelaskan tentang faktor terjadinya
praktik nikah Cina buta di tengah masyarakat khususnya di Kec. Seunoddon
Kabupaten Aceh Utara dan dampak nikah cina buta terhadap perempuan.
Perbedaan dari penelitian penulis dari skripsi, jurnal dan artikel yang

dijelaskan diatas pembahasannya berbeda dengan penelitian ini. Dalam

penelitian ini penulis membahas pandangan masyarakat tentang nikah muhalil
dan pandangan ulama mazhab tentang praktek nikah muhalil di Kecamatan

Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.

8Trivia Meylisa Karla, dkk, Tinjauan Yuridis Perkawinan Tahlil Menurut Hukum
Islam. (Universitas Jember, 2013).

Agustin Hanapi dan Fakhrurrazi M. Yunus, Nikah Cina Buta Di Aceh Membongkar
Praktek dan Dampaknya terhadap Perempuan, (Aceh Besar: Sahifah, 2017).



F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk melakukan

suatu penelitian.?°

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan didalam skripsi ini adalah pendekatan
kualitataif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar
alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang terjadi dan
dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.?* Data kualitatif
diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan
berbagai metode pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara,
menggambar, diskusi kelompok terfokus dan lain-lain.??

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research)
dalam pelaksanaannya menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang
umumnya menggunakan teknik multi metode yaitu, wawancara kepada
responden, pengamatan, serta menelaah dokumen antara yang satu dengan yang
lain yang saling melengkapi, memperkuat, dan saling menyempurnakan.?
Dengan demikian masalah ini diteliti menggunakan jenis penelitian lapangan

untuk mendapatkan data-datanya melalui teknik wawancara kepada informan.

2Jasa Unggah  Muliawan, MetodelogiPenelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Gava
Media,2014 ) him. 60.

Zexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT  Remaja
Rosdakarya, 2010) him. 5.

22Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011). HIm.
91.

ZSukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2005)
him. 108.
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3. Sumber data
Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber
data penelitian ini adalah :
a. Sumber data primer
Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh atau
dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan
penelitian atau orang yang memerlukannya.?* Dalam penelitian ini
sumber primernya adalah hasil wawancara dengan 5 informan sebagai
berikut:
1) Pasangan yang melakukan rekayasa pernikahan muhalil di
Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara 2 orang.
2) Keterangan pandangan tokoh agama dan masyarakat di Kecamatan
Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara 3 orang.
b. Sumber data sekunder
Sumber data  sekunder yaitu  buku-buku, dokumen yang
berkaitan dengan penelitian serta bahan pustaka lainnya yang
dapat menunjang penelitian seperti - karya ilmiah, data atau sumber
lain yang ada hubungannya dengan penelitian.?®
4. Teknik pengumpulan data
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan berdasarkan
sumber data diatas, ~maka penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

2Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), him. 93.

Bambang Sunggono, Metodologi  Penelitian  Hukum, (Jakarta: PT Raja
Grafindo,1997), him. 16.
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keterangan.?® Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan
atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran
wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting adalah
memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang
hal-hal yang ingin Kkita ketahui.?’ Wawancara  ini  penulis
melakukannya untuk mendapatkan deskripsi tentang nikah muhalil
yang terjadi di Kecamatan Ketambe dan pandangan tokoh agama tentang
pernikahan muhalil. Yang kemudian dideskripsikan menjadi bentuk
narasi.
5. Validitas

Validitas merupakan suatu alat untuk mengukur data yang valid,
sehinggga dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai data
tersebut. Sehingga data-data yang gunakan oleh penliti.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari
lapangan dan dokumentasi, tahap selanjutnya adalah analisis data.
Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan
bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan menganalisis, data
dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga penelitian tersebut
dapat memecahkan persoalan dalam penelitian.

Dalam teknik analisis ini, maka penulis akan menganalisis data
menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif,
yaitu bermula dari menggambarkan hasil penelitian secara sistematis
dengan diawali hal-hal yang bersifat umum yaitu berupa buku-buku atau

karya tulis ilmiah yang menjelaskan tentang hukum Islam penelitian ini,

%Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metedologi Penelotian, Cetakan Ke-10, (Jakarta:
Pt. Bumi Aksara, 2009), him. 83.

2’Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), him. 97.
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khususnya tentang perkawinan dan kemudian dikhususkan lagi tentang
nikah muhalil.
7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapaun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada
buku pedoman Penulisan Karya limiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Qur’an penulis kutip
dari al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian

Agama.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, skripsi ini dikelompokkan dalam empat bab yang saling
berkaitan satu sama lain dan merupakan sebuah sistem yang berurutan untuk
mencapai sebuah kesimpulan dalam mendapatkan tujuan dalam penelitian ini.
Supaya lebih mudah dalam penyusunan penelitian skripsi ini, maka
penyusun  menyajikan  sistematika pembahasan penelitian skripsi ini dalam
empat bab sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, Tujuan
Penelitian, Penjelasan Istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang nikah pernikahan, pernikahan
dalam hukum Islam yang meliputi pengertian dari nikah, Tujuan nikah, rukun
nikah dan macam-macam pernikahan yang dilarang.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian tentang profil kecamatan
Ketambe, praktek nikah muhalil di Kecamatan Ketambe, pandangan tokoh
agama dan masyarakat di Kecamatan Ketambe serta pandangan Ulama mazhab
tentang praktek nikah muhalil di Kecamatan Ketambe.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN
A. Konsepsi Pernikahan
1. Defenisi Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua
makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah
suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk
berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni nikaahun yang merupakan
masdar dari kata kerja nakaha. Sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Menurut bahasa, kata nikah
berarti al-dhammu wattadaakhul (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain,
kata nikah diartikan dengan al-dhammu wa al-jam'u (bertindih dan
berkumpul).?

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau  kawin
mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu
dimaksudkan (syiaq al-kalam) dimana ucapan nakaha fulanun fulanah (Fulan
telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi
bila kalimatnya adalah “nahaka fulanun zaujatuha” yang artinya (Fulan telah
mengawini Fulanah), dengan pernikahan terjalinnya suatu hubungan, interaksi
percampuran.?®

Menurut istilah ilmu figh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang
mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz
nikah atau tazwij. Nikah atau zima’ sesuai dengan lafaz linguistiknya, berasal
dari kata “al-wath” yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang

mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz an-nikah atau

2Beni Ahmad Saebani, Figih Munakahat 2, Cetakan ke 5, (Bandung: CV Pustaka
Setia, 2016), him. 10.

2Ibid.
13
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at-tazwij, artinya bersetubuh dengan pengartian menikahi perempuan makna
hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling menggauli.*°

Pengertian penikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan

Aminudin terdiri dari beberapa devinisi, yaitu sebagai berikut:!

a. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai
suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja.
Artinya, seorang lakilaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh
anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

b. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad
dengan menggunakan lafaz “nikah” atau “zauj”, yang menyimpan
arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki
atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad
yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak
mewajibkan adanya harga.

d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan
menggunakan akad “nikah” atau “tazwij” untuk mendapatkan
kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari
seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat
kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki
melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil
manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang
bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah di
dunia.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu

perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

¥Ibid., him. 11.

$1Dewani Romli, Figih Munahat, (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan,
2009), him. 14.
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membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa
pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan
gabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang
bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya
berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.
Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah
umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.*

Substansi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah mentaati
perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah
tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku pernikahan itu
sendiri, anak ~keturunan, kerabat ataupun masyatarakat. Oleh karena itu,
pernikahan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi
mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang
termuat dalam pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut “Pernikahan
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.3® Menurut Kompilasi Hukum Islam,
pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan
menurut hukum' Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau
mitsagan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.”®* Maka dapat dipahami bahwa pernikahan ialah suatu
perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami isteri yang sah
untuk membentuk keluarga sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia

dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan

#21bid., him. 14.
33Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), him. 9.

3 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: CV Akademika
Pressindo, 2010), him. 114.
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nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada
masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya
antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan
jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami
dan perempuan sebagai istrinya.®®

Firman Allah saw QS. An Nisa ayat 21:

(v b)) Tl G oS s et ) aats adl 365 63048 0
Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah
bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu)
telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu (QS
An Nisa [3]: 21).%¢

Dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang paling suci dan

paling kokoh diantara suami istri”. Didalam Q.S. Al-Bagarah: 187; Allah

Berfirman:
P 0 e S 8l S ke S5 e 44
15315 13155 vgm\c,;fu ;;ss/““'uuju S wrﬁﬂuuu A IRY e

2Apald v JJ\ Q) suzad \);s ,MJ\ 2252 L 0 sl Lt vg" Gk s
o3k 30 B o) 200 5 SIS gt 6 o B3 Vuu dedl) (3 53 25

(VAY :32d)

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu.
Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri,
tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang
campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.
Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang
putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa
sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika

®Dewani Romli, Figih Munahat, (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan,
2009), him. 10.

%QS An Nisa (3): 21.
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kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah
kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepada manusia, agar mereka bertakwa (QS. Al-Bagarah [2] : 187).%’

Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga

yang tenteram dan penuh kasih sayang (sakinah mawaddah warahmah)
berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih
dan asuh di antara suami istri. Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita
untuk  menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan
melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang di tentukan.
2. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan adalah hukum yang mengatur hubungan antara
manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis,
dan hak juga keajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut.

Pernikahan sebagai sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan
dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya
menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan
terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dati nitrogen dan
hidrogen, listrik ada positif dan negatifnya.

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah
sesuai dengan pernyataan Allah dalam AlQuran. Firman Allah SWT. QS. Al-
Dzariat : (49) yang berbunyi :

(¢34 rebdl) 0385 oS s gy Ws o3 8 0m

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangpasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah (QS. Al-Dzariat [51] : 49).%8
Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah

tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, imam lzzudin

Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:*°

37.QS Al-Bagarah (2) : 187.
Q8. Al-Dzariat (51) : 49.
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a. Maslahat yang diwajibkan olen Allah Swt bagi hamba- Nya.
Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama),
afdhal (paling utama) dan mutawassith (tengah-tengah). Maslahat
yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung
kemuliaan, dapat menghilangkan mufsadah paling buruk, dan dapat
mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.

b. Maslahat yang disunahkan oleh syar’i kepada hambanya demi untuk
kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah
tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah,
maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan
yang mendekati maslahat mubah.

c. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari
kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam
Izzudin berkata: “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung.
Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar
kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak
berpahala”

Asal hukum melakukan perkwinan itu menurut pendapat sebagian besar

para fugoha (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan
dibolehkan). Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat
taklif perintah (thalabal fiil) taklif takhir, dan taglif larangan (thalabal kaff).
Dalam taglif larangan, kemaslahatanya adalah menolak kemafsadatan dan
mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan
kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan
yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada
perkara makruh. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah
mubah, namun dapat merubah menurut ahkamal-khasanah (hukum yang lima)
menurut perubahan keadaan, yaitu:*°
a. Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang
akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah

mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan

39Tihami dan Sahrani Sohari. Figih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:
Rajagrafindo, 2013), him. 9.

“lbid.
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haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan
nikah.

b. Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya
tidak mampu melaksanakanya hidup berumah tangga melaksanakan
kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan
kewajiban batin seperti mencampuri istri.*! dan atau bila seorang pria
atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban
sebagai suami istri_-atau pria ingin menganiaya wanita atau
sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokan pasangannya saja
maka haramlah yang bersangkutan itu menikah.*2

c. Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah
mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan
haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada
membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

d. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah
dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum
wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Hubungan suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar
pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan
Negara. Oleh karena itu hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh
kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, maupun
spiritual, dilandasi dengan makruf, sakinah, mawadah dan warahmah.

Makruf artinya pergaulan suami istri harus saling menghormati, saling
menjaga rahasia masing-masing. Sang suami sebagai top figur, sebagai nahkoda,
ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran, mengarungi samudra yang luas,

untuk mencapai pulau idaman penuh dengan godaan gelombang dan tiupan

“1bid., him 11

4Mohd Ramulyo Idris, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2013), him. 23.
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angin badai yang maha dahsyat, harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh
penumpang maupun kru. Menjaga hubungan yang harmonis baik antara suami
istri, maupun hubungan dengan anak-anak. Sakinah adalah penjabaran lebih
lanjut dari makruf, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu

terdapat keadaan yang aman dan tenteram.*?

3. Dasar Hukum Pernikahan
Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau miitsaagan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan

melakukannya merupakan ibadah.**
Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah

dan sunnatullah. Firman Allah SWT. Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:
RS VL) g 805 eag) s B8 3005 o 33 Sls Gl 48550580 ) Ll

(il ) e 5&le 5840 15 33315 o O3S codll dbl 18515 5 1l
Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan
pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah
memperkembangbiakkan laki-laki - dan perempuan yang banyak.
Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling
meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya
Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa [4]: 1).°

Allah SWT. Berfirman QS. Yasin ayat 36

(v o 03alE ¥ G5 aendil a5 S 8 G S 215 Gls gl 2
Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri

mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (QS. Yasin [36]:
36).4

4“Mohd Ramulyo Idris, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2013), him. 23.

#“1bid., him 70
4Q.S An-Nisa (4) : 1
% Q.S Yasin (36): 36
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Allah SWT Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia
adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada
dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi
suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah
suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia
saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar
kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan
keturunan.

Firman Allah SWT. QS. An-Nuur; 32

P

Ok 1 0 2580 88 3580 ) Dl 2850 2 Gkl 250, 0 1,553

(77 5 il fly 201

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha

luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S. An-Nuur [24]: 32.47

Berdasarkan ijma para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan

yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat

mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan

kerusakan, bukan saja pada dirinya sabagai penzina tetapi pada masyarakat
bahkan bangsa.

4. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw yaitu

penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi.*® Tujuan

pernikan ialah menurut perintah Allah untuk memeroleh keturunan yang sah

dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.*®

47Q.S An-Nuur (24) : 32
48Tihami dan Sahrani Sohari. Figih Munakahat..., him. 15.
4Mohd Ramulyo Idris, Hukum Perkawinan Indonesia..., him. 26.
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Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam
Islam selain untuk mengenai kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga
sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan
keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan,
agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan,
ketentraman keluarga dan masyarakat.>

Soemijati menjelaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah
untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-
laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia
atas dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam
masyarakat dalam mengikuti ketentuan-kntuan yang diatur oleh syariah.>!

Rumusan tujuan pernikahan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat
tabiat  kemanusian.

b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.

c. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari definisi pernikahan menurut pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang

perkawianan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan menurut
Undangundang No 1 tahun 1974 adalah pernikahan bertujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang
maha Esa.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh
baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun
hikmah pernikahan adalah:®2

a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk

menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan

%Usman Betawi, Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam, Jurnal Hukum Responsif FH
UNPAB, Vol. 7 No. 7. Maret 2019, him. 67.

SIMohd Ramulyo Idris, Hukum Perkawinan Indonesia..., him. 31.
S2Dewani Romli, Figih Munahat..., him. 27.
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menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat
yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

b. Nikah jalan terbaik untuk melihat anak-anak menjadi mulia,
memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta
memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

c. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam
susunan hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-
perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik
yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

d. Menyadari tentang tanggung jawab beristri dan menanggung anak-
anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam
memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.

e. Pembagian tugas dimana yang satu mengurusi rumah tangga,
sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas
tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

f.. Pernikahan dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan,
memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan
memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam
direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling
menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat

lagi bahagia.>®

B. Konsepsi Pernikahan Muhalil
1. Pengertian Nikah Muhalil
Muhalil secara bahasa berasal dari kata hallala, yuhallilu, muhalilan
yaitu penghalalan. Menisbatkan kepada peristiwa kesepakatan antara suami
pertama (muhallalah) terhadap (muhalil) laki-laki yang menikahi perempuan

untuk kemudian menceraikannya. Jenis perkawinan yang dilakukan muhalil

53Tihami dan Sohari Sahrani, Figih Munakahat ..., him. 20.
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dalam figih dikenal dengan nikah tahlil atau “halalah” berarti mengesahkan atau
membuat sesuatu menjadi halal, juga merupakan amalan yang biasa dilakukan
sebelum Islam.>*

Menurut Sayyid Sabiq dalam Utami muhalil adalah seorang laki-laki
yang menikahi perempuan yang telah di talak tiga kali dan sudah habis masa
iddahnya dan dia melakukan dukhul (hubungan suami istri) denganya, kemudian
mentalaknya supaya perempuan itu_halal dinikahi oleh suaminya yang
pertama.>® Dalam ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa nikah muhalil adalah
seseorang yang mengawini perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya
dan masa iddahnya sudah habis dengan maksud agar perempuan ini nantinya,
jika telah ditalak pula, halal di kawini oleh suami sebelumnya.>®

Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid, menyatakan nikah
muhalil yaitu yang dimaksudkan dengan nikahnya untuk menghalalkan istri
yang di talak tiga itu.>”

2. Sebab-Sebab Terjadinya Nikah Muhalil

Dalam suatu perkawinan talak tiga sering kali terjadi, namun tidak jarang
hal itu menimbulkan penyelasan. Rumah tangga yang didirikan oleh dua orang
suami istri selama ini dengan rukun dan damai, karena suatu hal terpaksa
ditinggalkan ikatannya. Sering perceraian itu terjadi diluar pertim bangan dan
pikiran yang matang, biasanya bila terjadi konflik yang nampak nampak

hanyalah kesalahan saja, namaun jika sudah bercerai teringatlah kembali

% Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahad, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), him. 22.

SSLisa Putri Utami, Pelaksanaan Nikah Muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten
Indragiri Hulu, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV Nomor 2, Oktober 2017,
him. 7.

%Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru,
2000), Jilid 111, him. 254

Slbnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Mugtashid, Terj. Imam Ghazali
Said dan Achmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid Analisa Figih Para Mujtahid, (Jakarta : Pustaka
Amani, 2007), him. 44,
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kebaikan yang ada.°® Syariat Islam telah menentukan bahwa untuk dapat
kembali kepada perkawinan semula itu, si istri mesti telah menjalin hubungan
perkawinan dengan laki-laki lain. Maka jalan yang dicoba untuk ditempuh
dalam rangka untuk menyatukan kembali adalah dengan jalan nikah muhalil.
Sebab-sebab terjadinya nikah muhalil tidak terlepas dari timbulnya perceraian
antara suami istri. Perkawinan yang diinginkan oleh agama adalah perkawianan
yang abadi, tapi dalam keadaan tertentu kadang dalam perkawinan itu ada
beberapa hal tantangan yang harus dihadapi oleh suami istri.>®

Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri
yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat bertujuan
kepada perceraian, pertengkaran dalam rumah tangga itu berawal dari tidak
berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi kehidupan suami istri
dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi ke dua belah pihak.

Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus ditempuh menghadapi
pertengkeran tersebut supaya perceraian tidak sempat terjadi sebagaimana yang

dijelaskan dalam firmannya surat An-nisa ayat 35 yang berbunyi:

-
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Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka
kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru
damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu)
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada
suami-istri itu. Sungguh, Allah maha teliti, maha mengenal (QS. An-nisa
[3]: 35).%°
Dengan begitu Allah mengantisipasi tidak terjadinya perceraian, yaitu

mengantisipasi adanya nusyuz, pertengkaran atau syiqaq dari pihak suami atau

istri. Akan tetapi terkadang tidak berhasil dengan cara-cara yang telah dibuat,

%Usman Betawi, Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam, Jurnal Hukum Responsif FH
UNPAB, Vol. 7 No. 7. Maret 2019, him. 72.

%9Usman Betawi, Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam..., him. 72.
0QS. An-nisa (3): 35.
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maka jalan terakhir tidak lain adalah talak. Pada umumnya manusia mempunyai
sifat materialistis, Manusia selalu ingin memiliki perhiasan yang banyak dan
bagus, baik itu perhiasan material, seperti emas, permata, kenderaan, rumah
mewah, dan alat-alat yang serba elektronik, dan ada kalanya manusia suka
dengan immateri, seperti titel dan pangkat. Dalam hal ini sering suami istri
melupakan tentang hak dan kewajiban, malah yang ada terlalu menuntut hak dan
melupakan kewajiban sebagai suami istri.®*

Menurut ajaran agama lIslam, wanita yang shalehah perhiasan yang
terbaik diantara perhiasan dunia. Wanita yang shalehah ini tidak didapati
dalam kehidupan yang menjunjung tinggi kebebasan terutama jika ruanglingkup
kesehariannya berada pada tempat yang bertentangan dengan syariah. Walaupun
pada tempat tersebut terlihat berkeliaran wanita yang cantik dan indah. Jadi
penekanannya tidak dari segi fisik semata, tetapi pada sikap hidup dan akhlak
yang baik.

Pada umumnya seorang istri yang sifatnya sangat materialistis sering
memaksa seorang suami memberikan nafkah yang diluar kemampuannya.
Hingga dalam kenyataan kerap kali memang orang menjatuh kan talak dua atau
talak tiga sekaligus itu adalah karena sedang sangat marah. Malahan ada orang
yang karena marahnya menjatuhkan talak: “Aku talak engkau serumpun
bambu” maka ulama-ulama fikih memberikan sebuah pertimbangan bahwasanya
talak yang dijatuhkan karena sedang marah, tidaklah jatuh.®

Kemudian karena setengah hakim memutuskan menurut keputusan
Umar, talak tiga disatu majlis dipandang benar-benar talak jatuh ketiganya
timbullah sesal kedua belah pihak, sehingga kemudian dapat akal busuk, yaitu
menyewa orang buat mengawini perempuan itu, dengan perjanjian lebih

dahulu, bahwa setelah dicampurinya perempuan itu sekali, hendaklah

61ysman Betawi, Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam..., him. 72.

®2Lisa Putri Utami, Pelaksanaan Nikah Muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten
Indragiri Hulu, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV Nomor 2, Oktober 2017,
him. 8.
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diceraikannya. Maka dicarilah orang-orang bodoh yang kurang akalnya, diupah
kawin oleh janda atau suami dan setelah selesai persetubuhan perempuan itu
diceraikannya dan upahnya diterima. Inilah yang disebut dalam hadist “Taisul
Musta 'ar” (kambing pinjaman).5®
3. Lafaz Akad Nikah Muhalil

a. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa Arab adalah ‘agada, yang secara bahasa
artinya mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain
membuat suatu - perjanjian. Di dalam hukum Islam, agad artinya
gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (gabul)
yang sah dan sesuai dengan hukum Islam. ljab adalah penawaran dari
pihak pertama, sedangkan gabul adalah penerimaan dari penawaran yang
disebutkan oleh pihak pertama.

Pernikahan berlangsung secara hukum apabila telah terdapat
saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu akad. Namun
suka saling ridha itu merupakan perasaan yang berada pada bagian
dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh
karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan
adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu. Para ulama terdahulu
menetapkan ijab-gabul itu sebagai suatu indikasi.®*

ljab-gabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan
tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat
menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti
saling mengangguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka
yang demikian telah memenuhi unsur suatu akad. Jadi akad nikah berarti

perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang

®Lisa Putri Utami, Pelaksanaan Nikah Muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten
Indragiri Hulu..., him. 9.

8 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh, (Jakarta: Kencana, 2003), him. 195.
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wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal
(abadi).%®
b. Unsur-Unsur Akad

Setidaknya ada 2 (dua) istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan
dengan perjanjian, yaitu al-'aqdu (akad) dan al-'ahdu (janji). Pengertian
akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth)
maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali
dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya
bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.®®

Menurut - Fathurrahman Djamil, istilah al-'agdu ini dapat
disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUH Perdata.®” Sedangkan
istilah al-'ahdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau
overeenkomst, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan
atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.

Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran 76, yaitu:
(s soveed) RS &4 @ 86 B eata oFf 25

Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka
sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa (QS. Ali
Imran [3]: 76).%

Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad

sebagai: “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara

yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.”®

1.

®Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), him.

%6Saleh sl-Fauzan, Figih Sehari-hari, Alih Bahasa, Abdul Hayyie al-Khattani, (Jakarta,

Gema Insani, 2006), him. 649

®’Faturrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syari'ah”, Dalam Kompilasi Hukum

Perikatan Oleh Mariam Darus Badrulzaman dkk, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001),
him. 247-248.

8QS. Ali Imran (3): 76.
®Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam), ed.

Revisi, (Yogyakarta: U1l Press, 2000), him. 65.
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Akad nikah merupakan kunci dalam pernikahan, pada intinya akad
nikah adalah upacara keagamaan untuk pernikahan antara dua insan
manusia. Melalui akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang
saling bersepakat untuk berumah tangga diresmikan dihadapan manusia
dan Allah. Suatu penikahan itu dianggap sah apabila dilakukan dengan
akad, yang mencakup ijab dan gabul antara wanita yang dilamar dengan
laki-laki yang melamarnya, atau pihak yang menggantinya seperti wakil
dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata suka sama suka
tanpa adanya akad.

c. Akad Nikah Muhalil

Dalam pasal 1 Bab | Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,
dinyatakan; “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.”"®

Dalam konteksnya dengan pernikahan muhalil, maka yang
dimaksud dengan nikah muhalil adalah nikah untuk menghalalkan
mantan istri yang telah ditalak tiga kali. Menurut Ibnu Rusyd, nikah
muhalil adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri
yang telah ditalak tiga kali.”*

Secara etimologi tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang
hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada nikah akan berarti
perbuatan yang menyebabkan seseorang Yyang semula haram
melangsungkan nikah menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat

menyebabkan halalnya orang lain. melakukan nikah itu disebut muhalil,

“Muhammad Amin Suma, Hukum keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 203.

lbnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Mugtashid, Terj. Imam Ghazali
Said dan Achmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid Analisa Figih Para Mujtahid..., him. 44.
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sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh
nikah yang dilakukan muhalil dinamai muhallallah.”

Nikah tahlil dengan demikian adalah nikah yang dilakukan untuk
menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera
kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah
menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda
masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali
bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai
dan habis pula iddahnya.” Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam

surat al-Bagarah ayat 230:
TN "”””-% 0% (7 o4 o £ T a0% g% P I
P 6 b 00 e B3 A5 B A e 4 HE S0 Gl 06
ap s b BB B BN ANLE e o e T of~
e3d) G2 A 3508 Al O i 3304 g O b O) ket OF Lglle

(7 v :8,2d0) 03308

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka
perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan
suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya,
maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri)
untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. ltulah ketentuan-ketentuan Allah
yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan (QS. al-
Bagarah [2]: 230).74

Menikah dengan laki-laki lain dalam ayat tersebut bukan hanya

sekadar melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh telah melakukan
hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada
umumnya. Suami kedua yang telah mengawini perempuan itu secara
biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasa sehingga suami

pertama boleh kawin dengan mantan istrinya itu sebenarnya dapat

2Amir Syarifuddin, Hukum Nikah Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006),
him. 103.

Usman Betawi, Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam, Jurnal Hukum Responsif FH
UNPAB, Vol. 7 No. 7. Maret 2019, him. 68.

Q8. al-Bagarah (2): 230.



31

disebut muhalil. Namun tidak diperkatakan dalam hal ini, karena
nikahnya telah berlaku secara alamiah dan secara hukum.”

Suami yang telah mentalak istrinya tiga kali itu sering ingin
kembali lagi kepada bekas istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa
menurut ketentuan nikah yaitu mantan istri kawin dengan suami
kedua dan hidup secara layaknya suami istri, kemudian karena suatu hal
yang tidak dapat dihindarkan suami yang kedua itu menceraikan istrinya
dan habis pula iddahnya, mungkin menunggu waktu yang lama. Untuk
mempercepat maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki yang akan
mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu
syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikan sebelum
sempat digaulinya. Ini Dberarti kawin akal-akalan untuk cepat
menghentikan suatu yang diharamkan. Atau sengaja melakukan nikah
secara akal-akalan untuk mempercepat berlangsungnya nikah suami
pertama dengan mantan istrinya. Nikah akal-akalan seperti inilah yang,
disebut nikah tahlil dalam arti sebenarnya suami kedua disebut muhalil
dan suami pertama yang merekayasa nikah kedua disebut muhallallah.

Nikah tahlil biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan
sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad, seperti:
“saya kawinkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau
menggaulinya” atau “saya kawinkan engkau dengan syarat setelah
engkau menghalalkannya tidak ada lagi nikah sesudah itu” atau “saya
kawinkan engkau kepadanya dengan ketentuan setelah engkau halalkan
segera mentalaknya”. Dalam bentuk ini nikah tahlil nikah dengan akad
bersyarat. Nikah tahlil ini tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan;
namun karena niat orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak
untuk maksud sebenarnya, nikah ini dilarang oleh Nabi dan pelakunya

> Djamaan Nur, Figih Munakahat, (Semarang: Dina Utama, 2010), him. 43 — 44,
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baik laki-laki yang menyuruh kawin (muhallallah) atau laki-laki yang
menjadi penghalal itu (muhalil) tidak diperbolehkan.
4. Pendapat Ulama Tentang Pernikahan Muhalil

Jumhur Ulama baik salaf maupun khalaf mengatakan, nikah muhalil
yang yang dilakukan dengan bersyarat ini, adalah batal. Baik syarat itu
diucapkan sebelum akad, maupun dalam rumusan akad. Diantara pendapat-
pendapat fugaha tersebut ialah sebagai berikut:

Imam Malik berpendapat bahwa nilah muhalill yang dilakukan dengan
bersyarat ini dapat di fasakh.”® Imam malik dalam kitabnya Al- Muwaththa’
menambahkan penjelasannya tentang nikah muhalil ini, beliau mengatakan:
“pernikahannya itu tidak sah sehingga melaksanakan akad nikah baru. Bila
kemudian ia menggaulinya maka perempuan itu berhak terhadap maharnya.”
Karena tidak sahnya pernikahan itu, maka suami pertamanya tidak boleh
menikahinya lagi.”’

Wahbah Az-zuhaili dalam Tahir menjelaskan bahwa Imam Malik
menentang keras terhadap penghalalan nikah muhalil yang dilakukan dengan
bersyarat. Baik syarat itu diucapkan dalam akad maupun sebelum akad. Adapun
alasan yang dikemukakan Imam Malik adalah;"®

Hadits dari Abdulllah bin Masu’d yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi
yang berbunyi:

A el g sl o 32 o1 1 J6 ssana e
(w 9 L;ijd\ 9 L;\WMS\ 9 .,La*\)

Slbnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Mugtashid, Terj. Imam Ghazali
Said dan Achmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid Analisa Figih Para Mujtahid..., him. 44

"Malik Bin Anas, al-Muwaththa’, Alih Bahasa, Nur Alim, (Jakarta: Pustaka Azzam,
2006), Cet. Ke-1, Jilid I, him. 736

Thahir Maloko, Nikah Muhalil Perspektif Empat Imam Mazhab, Mazahibuna: Jurnal
Perbandingan Mazhab, Volume 1, Nomor 2, Desember 2019, him. 238.
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Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata, “Rasulullah saw melaknat muhalil (yang
menghalalkan) dan orang yang dihalalkannya”. (HR. Ahmad, Nasai dan
Tirmidzi. Dan Tirmidzi mengesahkannya).”

Yang kedua hadist nabi yang mengatakan:

R PFTINL i /,mij\f rs’y\ Ve i Jg2s J6 1 J6 PR RN

(el ) & J,B;\ 3 Jb;\ P cﬁ.}.;rf\ a1 J6 LA Jis 6 ;;l‘
Dari ‘Ugbah bin Amir, ia berkata : Rasulullah saw bersabda, “Maukah
kamu Kkuberi tahu tentang pejantan pinjaman ?” Mereka menjawab,
“Mau, ya Rasulullah”. Rasulullah saw bersabda, “Yaitu muhalil.
Semoga Allah melaknat muhalil dan muhallal lahu” (HR. Ibnu
Majah).®
Imam Syafi’i juga mengatakan batal, jika syarat nikah muhalil itu

disebutkan ketika akad. Adapun landasan hukum Imam Syafi’i yang pertama
adalah sebagaimana landasan hukum yang dikemukakan Imam Malik diatas
yaitu hadist nabi saw yang diriwayatkan dari Ibnu Masu’d.%! Adapun dasar
hukum yang kedua ialah dengan “giyas” Imam Syafi’i mengkiaskan kepada
nikah mut’ah, imam syafii memandang nikah tahlil ini semacam nikah mut’ah
juga, karna nikah mut’ah itu tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa
yang ditentukan.

Adapun jika perkawinan tahlil itu tidak disebutkan dalam akad, Imam
Syafi’i menghukumkan “sah” nikah tersebut. Adapun maksud atau niatnya itu
untuk maksud  tahlil tiadalah membatalkan perkawinan, karena niat itu
percakapan hati padahal Allah telah memaafkan umat manusia tentang sesuatu
yang dipercakapkan oleh hati mereka itu. Apalagi manusia itu kadang-kadang

meniatkan akan melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak jadi dilakukannya,

Muhammad bin ‘Isa bin Saurah At-Tirmidzi, Sunan al-Tirmizi, tahgiq al-Albani.
(Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 1997), him. 230.

8Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, Sunan Ibnu Majah Juz I1, (Beirut: Dar Al-Fikr,
tt.), him. 187.

8\Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk,
Cet Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 152-153.
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memang kadang-kadang dilakukannya, sebab itu perbuatan berlainan dengan
niat.8?

Lebih lanjut Imam Syafi’i menjelaskan nikah tersebut sah dengan syarat
sebagai berikut:®

a. Akad nikahnya dilakukan sebagaimana akad nikah yang sah;

b. Tidak mengucapkan bahwa akad nikahnya itu adalah sebagai akad
nikah tahlil. Jadi nikahnya tidak bersyarat;

c. Laki-laki yang kedua adalah telah mengerti masalah nikah, walaupun
belum dewasa;

d. Telah melaksanakan persetubuhan secara wajar.

Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin

dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga dengan maksud agar dia halal
bagi suaminya yang pertama maka nikahnya sah dengan syarat sebagai

berikut:®*

a. Akad nikahnya dilakukan sebagaimana akad nikah yang sah;

b. Suami telah dukhul dengan istrinya sebagaimana mestinya, jadi
tidaklah halal bagi suaminya yang pertama kalau tanpa dukhul
dengan semata-mata akad saja;

c. Dukhul yang dilakukan itu mewajibkan mandi, jadi dukhul yang
sempurna;

d. Yakin benar bahwa telah dukhul pada tempat semestinya;

e. Telah diceraikan dan telah habis masa iddahnya.

Imam Hambali juga sependapat dengan Imam Malik beliau

menghukumkan nikah tahlil ini batal baik syarat itu disebutkan dalam akad
maupun sebelum akad, asal perkawianan itu dengan tujuan tahlil maka
dihukumkan batal oleh Imam Hambali. Adapun landasan hukum yang
dikemukakan oleh Imam Hambali sama denagn Imam Malik, yaitu hadist Nabi
saw yang diriwayatkan Ibnu Masu’d.®

Abdurrahman al-Jaziri dalam Thahir menjelaskan bahwa Imam Hambali

juga menyatakan apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang

8Mahmud Yunus, Hukum Perkawianan Dalam Islam, Cet Ke-12, (Jakarta: PT
Hidakarya Agung, 1990), him. 41-42.

8Thahir Maloko, Nikah Muhalil Perspektif Empat Imam Mazhab..., him. 239.
%1bid.
8Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu..., him. 152-153.
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sudah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama, dengan maksud agar dia dapat
kembali kepada istrinya yang pertama, atau ditegaskannya betul syarat itu di
dalam akad nikah, dan telah disepakati. Umpamanya bersama istrinya itu atau
bersama walinya dan tidak pernah dicabut, makabatallah nikah tersebut,
sehingga tidak halal istri itu kembali kepada suaminya yang pertama. Hal ini
sesuai dengan hadis dari riwayat Ibnu Majah yang menyatakan; Laki-laki itu
sama dengan kambing jantan yang dipersewakan. Mazhab Hanabilah
menyatakan, suami yang pertama dapat kawin dengan istrinya yang sudah
bertalak tiga apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:®

a. Akad nikah pada suami yang kedua telah dilaksanakan secara wajar
dan sah. Tidak terdapat padanya beberapa ketentuan syarat termasuk
juga tidak diniatkan untuk mentalaknya;

b. Suami yang kedua telah dukhul dengan isterinya tersebut pada
tempat yang semestinya. Tidak cukup hanya dengan telah diadakan
akad nikah; atau telah berkhalwat atau telah mubasyarah (bermesra-
mesraan) dengan suaminya yang kedua tetapi tanpa dukhul,

c. Dukhul yang dilakukannya tersebut telah mengeluarkan mani secara
wajar

d. Pada waktu dukhul istri tersebut tidak berhalangan untuk
melaksanakan dukhul (artinya tidak pada saat tidak boleh di dukhul).
Oleh karena itu tidaklah sah kalau pada waktu dukhulnya istri
tersebut dalam keadaan haid, nifas, puasa, dalam keadaan ihram atau
dukhul itu dilaksanakan di dalam masjid dan sebagainya.

Imam Asy-Syaukani dalam kitab Naillul Authar mengatakan hadis nabi

yang diatas menunjukkan haramnya tahlil, (yaitu menikahi wanita yang telah
ditalak habis oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan suami
sebelumnya menikahi lagi wanita tersebut) karena laknat itu adalah untuk suatu
perbuatan dosa besar.®’

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa
Iman Malik berpendapat bahwa nikah muhalil dapat dibatalkan, Abu Hanifah

berpendapat bahwa nikah muhalil itu sah, adapun mazhab Hambali berpendapat

8Thahir Maloko, Nikah Muhalil Perspektif Empat Imam Mazhab..., him. 239.

87Asy-Syaukani, Naillul Authar, Alih Bahasa, Amir Hamzah Fachruddin, Cet. Ke-1,
Jilid 111, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), him. 454.



36

bahwa akadnya rusak dan batal sehingga perkawinan selanjutnya oleh suami
pertama tidak sah.

Pendapat Imam Syafi'i, menunjukkan bahwa jika seorang istri yang telah
dijatuhi talak tiga, kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain, keduanya
menikah atas dasar kehendak kedua belah pihak bukan atas dorongan atau
suruhan dari mantan suaminya, dan suami yang baru melakukan persetubuhan
sebagaimana layaknya suami istri, maka pernikahan yang demikian adalah sah.
Jika kemudian ia bercerai dengan suami barunya, maka mantan suami pertama

halal menikah lagi dengan mantan istrinya.



BAB TIGA
ANALISA PANDANGAN-PANDANGAN ULAMA
TENTANG NIKAH MUHALIL

A. Sekilas Tentang Kecamatan Ketambe
1. Letak Geografis
Lokasi penelitian berada di Kecamatan Ketambe Kutacane, Aceh
Tenggara Provinsi Aceh. Secara Astronomis Kabupaten Aceh Tenggara terletak
pada 3055°23”-4016’37” Lintang Utara dan 96043°23-98010°32” Bujur Timur

seperti pada gambar.
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Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Tenggara Sumber: Bappeda,
Kabupaten Aceh Tenggara
Secara administratif Kecamatan Ketambe salah satu Kecamatan yang

terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara, nama dan luas Kecamatan secara rinci

dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah.
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Tabel 3.1 Luas Kecamatan Ketambe

No Nama Kecamatan

Luas/ Area (Km2)

Presentase

1

Ketambe

1.027,10

31,75

Sumber: BPS Aceh Tenggara Dalam Angka 2021
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Gambar 3.2 Peta Kecamatan Ketambe (insert), dan Citra Google Earth kawasan
Penelitian Ketambe di Kota Kutacane Sumber: Google Earth, 2022

2. Keadaan Penduduk
Kecamatan Ketambe merupakan wilayah yang luas di Kabupaten Aceh

Tenggaar dengan jumlah penduduk terbanyak sebagaiamana terlihat pada Tabel

dibawah ini.

Tabel 3.2 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut
Desa di Kecamatan Ketambe, 2021

Jenis Kelamin Jumlah Rasio

Desa Laki-laki Perempuan Jenis
Kelamin

1) ) 3) (4) ®)
1  Deleng Damar 175 131 306 133.59
2 Simpang I Jomar 156 150 306 104.00
Penyebrangan

3 Cingkam 238 202 440 117.82
4 Jongar 261 212 473 123.11
5 Lawe penanggalan 388 252 740 110.23
6 Jambur Lak-lak 271 201 472 134. 83
7  Lawe Mengkudu 157 130 287 120.77
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8 Aunan Sepakat 153 134 287 114.18
9 Ketambe 299 212 511 141.04
10 Rumah Bundar 130 114 244 114.04
11 Kayu Mentangur 216 208 424 103.85
12 Lawe Sembekan 277 239 516 115.90
13 Lawe Gekh Gekh 283 244 527 115.98
14 Lawe Beringin 149 124 273 120.16
15 Bener Berpapah 165 141 306 117.02
16 Datuk Pinding 176 131 307 134.35
17  Penungkunen 233 175 408 133.14
18 Jati Sara 156 117 273 133.33
19 Leuser 371 290 661 127.93
20 Bukit Baru 163 133 296 122.56
Sumber: BPS Kabupaten Aceh Tenggara, Kecamatan Ketambe Dalam Angka
2021

B. Praktek Nikah Muhalil di Kecamatan Ketambe

Pelaksanaan nikah muhalil sama halnya dengan nikah pada umumnya,
yang wajib adanya syarat dan rukun dari pernikahan tersebut seperti adanya wali
dari pihak perempuan, saksi pernikahan dan mahar serta akad pernikahan.
Tetapi nikah muhalil ini tidak dilakukan di depan penghulu dan tidak dicatatkan
di pengadilan agama. Setelah akad pernikahannya selesai mereka sah menjadi
layaknya suami isteri. Akan tetapi pernikahan muhalil yang terjadi pada
lazimnya hanya berlangsung singkat, dimana setalah terjadinya hubungan suami
istri maka pesengan tersebut akan menyatakan untuk berspisah lantaran tujuan
utam berlangsungnya openikah ini bukanlah untuk melangsungkan pernikahan
dalam jangkan waktu lama tetapi sebagai bentu membantu kembalinya suami
pertama yang telah talak tiga (bai’n kubra).

Nikah muhalil yang terjadi di Kecamatan ketambe terjadi karena
keinginan menikah kembali dengan mantan pasangan dimana mereka sudah
pernah menjalin hubungan sebagai pasangan suami isteri dan kenangan-
kenangan manis yang sering timbul pada perkawinan terdahulu sehingga sering

menimbulkan keinginan untuk segera menikah kembali.
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Bagi seorang muhalil banyak hal yang menyebabkan ia bersedia menjadi
seorang muhalil, sebagaimana penjelasan dari RR bahwa dia melakukan nikah
tahlil ini dikarenakan hanya ingin membantu orang yang sudah talak tiga, karena
kasian melihat anak- anaknya, karena orang tuanya telah berpisah, dan alasan
lain adalah agar orang yang telah talak sampai tiga kali itu dapat kembali
melanjutkan rumah tangganya, serta agar mereka terhindar dari dosa besar jika
orang yang talak tiga ini rujuk ditempat lain tanpa ada pentahlilan terhadap
istrinya terlebih dahulu.®

Pernyataan yang senada juga dikemukakan olen MM yang menjelaskan
bahwa dasar ia mau melakukan nikah muhalil karena merasa iba karena pria
yang telah berpisah tersebut tidak memiliki jalan yang lain untuk kembali jika
mantan istrinya belum menikah dengan laki-laki lain. Oleh sebab itu MM
bersedia melakukan nikah muhalil yang bertujuan agar pasangan yang telah
berpisah tersbut bisa hidup kembali sebagai semula.®®

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang yang melakukan pernikahan
muhalil tersebut tentu perlu kiranya memahami tentang bagaimana pola yang
dilakukan saat proses pernikahan terjadi. Dalam prakteknya pernikahan tahlil ini
dilakukan sepertinya pernikahan biasa, yang wajib adanya rukun dan syarat dari
suatu pernikahan. Seperti adanya wali dari pihak perempuan, saksi pernikahan
dan mahar serta akad pernikahan. Adapun mengenai jumlah mahar tergantung
kemampuan laki-laki yang akan menikah tesebut dan pernikahan ini dilakukan
bukan di depan pegawai pencatat nikah (PPN) dan dilakukan di kediaman
muhalil. Setelah akad pernikahan ini selesai mereka menjadi layaknya suami
istri.

Dapat dipahami bahwa praktek pernikahan muhalil yang berlangsung

dilaksanakan sebagaimana pernikahan pada umumnya. Dimana persyaratan

8\Wawancara dengan RR pihak yang melakukan praktek nikah muhalil di Kecamatan
ketambe pada tanggal 20 Mei 2022.

8\Wawancara dengan RR pihak yang melakukan praktek nikah muhalil di Kecamatan
ketambe pada tanggal 20 Mei 2022
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pernikahan dipenuhi tanpa merasa terpaksa hanya saja pernikahan tersebut tidak
dilakukan di kantor KUA.

Dari beberapa keterangan yang peneliti peroleh diatas, dapat dipahami
bahawa praktek nikah muhalil yang terjadi di Kecamatan Ketambe tetap
menguikuti ataruran sebagaimana yang berlaku pada pernikahansecara umum.
Namun, yang menjadi perbedaaan dari pernikhanan ini adalah tidak di
lakukakan di lakukan pencatatan nuikah secara sebgaimana yang telah
ditetapkan oleh negara. Hal ini disebabkan tujuan dari pern ikahan muhalil yang
terdapat diatas bukanlah pernikahan yang bertujuan untuk jangka panjang akan
tetapi hanya bentuk untuk membantu kembalinya suami pertama dari
peremapuan yang telah bercerai tersebut.

Berkaiatan dengan apa yang tejadi di atas, menarik kiranya untuk dilihat
dari sudut pandang hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa tidak
sahnya talak atau perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Sebagaimana
teradapat pada ketentuan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
ayat (1) Pasal 39, yang menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan
melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama
Islam di Pengadilan Agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan
di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum
sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan
agama. Maka dapat diapahami bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di
depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dapat di simpulkan jika pereceraian yang terjadi dalam pernikahan
muhalil diatas, secara agama perecraian tersebut tekah dinayatak sah akan tidak

sah berdasarakan hukum positif Indonesia.
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C. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Kecamatan Ketambe
Tentang Nikah Muhalil
Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul

tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung
segala beban yang akan datang kepadanya. Namun tidak semua pernikahan
berjalan sukses, karena banyaknya faktor yang membuat pernikahan tidak
berjalan semestinya, maka perceraian menjadi jalan satu-satunya yang harus
ditempuh. Setelah terjadinya perceraian maka tidak menutup kemungkinan
untuk kembali rujuk lagi dengan mantan pasangan. Namun jika talak sudah
terjadi tiga kali maka untuk kembali kepasangan maka wanita harus menikah
dahulu dengan laki-laki lain.

Namun banyak kasus membuktikan bahwa dalam melakukan pernikahan
seperti ini hanya formalitas dan jauh dari substansi perkawinan. Seorang yang
menikahi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud
menghalalkan perempuan ini kepada suaminya yang pertama.

Penjelasan yang peneliti peroleh dari AZ mengatakan bahwa nikahnya
halal namun perbuatan dan niatnya yang membuat nikah tersebut haram dan
menjadikan nikah itu dilarang oleh agama. AZ memahami niat pernikahan
tersebut tidak bertujuan untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu yang
lama. Dimana hubungan pernikahan hanya berjalan dalam waktu yang singkat.*

Keterangan yang sama juga peneliti peroleh dari MS salah seorang tokoh
agama mengatakan jika dilihat dari segi akadnya pernikahan ini dilakukan
seperti biasanya tanpa adanya persyaratan apapun dalam akad tersebut. Jadi
menurutnya pernikahan ini  halal karena yang membatalkan sebuah akad
pernikahan adalah persyaratan yang diucapkan dalam akad yang tidak dapat
dipenuhi oleh orang yang berakad. Tetapi jika dilihat dari umur pernikahan dan
niat pernikahan mereka maka nikah muhalil ini menjadi dosa besar. Artinya

nikah muhalil ini tidak bertujuan untuk mencapai tujuan mulia dari sebuah

\Wawancara Dengan AZ Sebagai Tokoh Masyarakat di Kecamatan Ketamnbe Pada
Tanggal 21 Mei 2022.
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pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, membentuk
sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahma, dan menjaga
keturunan.®!

Nikah muhalil dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad
atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad, seperti: “Saya kawinkan engkau
kepadanya sampai batas waktu engkau mengaulinya”, atau: ”Saya kawinkan
engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak adalagi
perkawinan sesudah itu”, atau: ‘“‘saya kawinkan engkau kepadanya dengan
ketentuan setelah engkau halalkan segera menalaknya”. Dalam bentuk ini nikah
muhalil nikah dengan akad bersyarat.

Dari pemahaman yang demikian tokoh agama dan tokoh masyarakat
yang ada di Kecamatan Ketambe memaparkan jika pernikahan muhalil yang
berlangsung tersebut dipandang sah karena telah memenuhi syarat, namun dari
sisi lain karena pernikahan tersebut bukan sebagai dasar menjalani rumah tangga
yang utuh membuat kesan sebagai sandiwara.

Keterangan yang telah peneliti peroleh diatas, terkait tentang pernikahan
muhalil yang terjadi di Kecamatan Ketambe para tokoh agama memiliki
pandangan bahwa pernikahan yang berlangsung tersebut sah karena telah
mengikuti syarat sahnya penikahan akan tetapi yang menjadi kesan kurang
baiknya menurut pandangan agama ialah tentang lamanya usia opernikahan
tersebut. Dimana pernikahan ini tidak dilakukan untuk melangsungkan
pernikahan dalam jangka waktu lama sebab tujuan pernikahan muhalil yang
terjadi hanyalah berupaya untuk membantu suami pertama dari perempuan

yang telah bercerai tersbeut untuk kembalai kepadanya.

D. Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Pelaksanaan Nikah Muhalil
Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa

jumhur ulama baik salaf maupun khalaf mengatakan bahwa nikah muhalil yang

*Wawancara Dengan MS Sebagai Tokoh Agama di Kecamatan Ketamnbe Pada
Tanggal 21 Mei 2022
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dilakukan dengan bersyarat ini, adalah batal. Baik syarat itu diucapkan sebelum
akad, maupun dalam rumusan akad.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa nikah muhalil itu batal atau nikah
yang fasid baik ditinjau dari segi adanya larangan dan laknat bagi pelakunya,
maupun dari segi adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat.
Apabila persyaratan itu dilakukan sebelum akad perkawinan tetapi tidak
disebutkan dalam rumusan akad, kecuali hanya diniatkan saja, kebanyakan
ulama berpendapat bahwa yang demikian juga termasuk nikah muhalil dengan
arti tidak sah perkawinannya.

Imam Malik menjelaskan bahwa nikah Muhalil yang dilakukan dengan
bersyarat maka ia dapat di fasakh.®? Lebih lanjut Imam Malik menyatakan
pernikahan muhalil yang dilakukan karena bersyarat maka tidak sah sehingga
harus melakukan akad nikah baru lagi. Apabila seorang pria yang mentahlil
tersebut kemudian ia menggaulinya maka peremopuan tersebut berhak atas
mahar yang telah diberikan. Namun, karena pernikahan yang dilakukan
bersyarat sehingga tidak sahnya pernikahan tersebut maka suami pertama dari
perempuan tersebut tidak boleh menikahinya.

Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i berpendapat perkawinan dalam
bentuk ini adalah sah karena dalam akad perkawinan tidak terdapat adanya
persyaratan. Akad perkawinan hanya batal dengan apa yang diisyaratankan dan
tidak dengan apa yang diniatkan. Apabila ada pernyataan dari pihak-pihak yang
berniat bahwa maksud nikah itu adalah nikah muhalil dan dapat dibuktikan oleh
hakim atau pencatat nikah, maka nikah itu adalah nikah yang batal.®* Imam

Syafi’i menjelaskan nikah tersebut sah dengan syarat sebagai berikut:%

®lbnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Mugtashid, Terj. Imam Ghazali
Said dan Achmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid Analisa Figih Para Mujtahid..., him. 44.

BMalik Bin Anas, al-Muwaththa’, Alih Bahasa, Nur Alim, (Jakarta: Pustaka Azzam,
2006), Cet. Ke-1, Jilid I, him. 736.

%“Muhammad bin ‘Isa bin Saurah At-Tirmidzi, Sunan al-Tirmizi, tahqgiq al-Albani.
(Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 1997), him. 230.

%Thahir Maloko, Nikah Muhalil Perspektif Empat Imam Mazhab..., him. 239.
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e. Akad nikahnya dilakukan sebagaimana akad nikah yang sah;

f. Tidak mengucapkan bahwa akad nikahnya itu adalah sebagai akad

nikah tahlil. Jadi nikahnya tidak bersyarat;

g. Laki-laki yang kedua adalah telah mengerti masalah nikah, walaupun

belum dewasa;

h. Telah melaksanakan persetubuhan secara wajar

Dapat dipahami bahwa jika didalam akad tidak bersyarat untuk
menceraikan perempuan tersebut setelah dukhul atau selainnya tetapi hanya
diniatkan saja, maka hukum pernikahan muhalil tersebut adalah sah karena
dalam akad perkawinan itu tidak terdapat adanya persyaratan.

Imam Abu Hanifah menjelaskan jika laki-laki itu mensyaratkan tahlil
ketika melakukan akad dengan menyebutkan tujuan pernikahannya untuk
menghalalkan perempuan tersebut agar dia bisa menikah lagi dengan suami
sebelumnya, maka perempuan yang dinikahinya boleh menikah kembali dengan
suami sebelumnya tapi dibenci sebab nikah tidak dapat dibatalkan dengan syarat
yang batil. Dengan demikian, perempuan yang ditahlil itu diperbolehkan
menikah kembali dengan suami sebelumnya, manakala dia sudah bercerai atau
suami yang menikahinya secara tahlil meninggal dunia dan dia sudah melewati
masa iddahnya.®

Imam Hambali sependapat dengan Imam Malik yang menayatakan
bahwa nikah tahlil ini batal baik syarat itu disebutkan dalam akad maupun
sebelum akad, asal perkawianan itu dengan tujuan tahlil maka dihukumkan
batal oleh Imam Hambali. Adapun landasan hukum yang dikemukakan oleh
Imam Hambali sama denagn Imam Malik, yaitu hadist Nabi saw yang
diriwayatkan Ibnu Masu’d.%

Dari keterangan diatas, dapat dipahami jika nikah muhalil yang
dikemukakan oleh Imam mazhab bisa di lakukakn jika syarat-syarat pernikahan

telah terpenuhi. Syarat yang diamksud disini mengacu kepada syarat sahnya

%Sayyid Sabig, Fikih Sunnah yang diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin.
(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), him. 261.
¥"Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu..., him. 152-153.



46

nikah pada umunya bukan syarat yang diucapkan tentang pernikahan yang
dilaklukan hanya sementara waktu. Berbicara tentang talak tiga yang telah
terjadi, Para ulama mazhab sepakat bahwa suami yang mentalak istrinya dengan
talak bai’n kubra (talak tiga), maka istrinya tidak halal baginya, kecuali
mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain.® Pasal 43 Kompilasi
Hukum Islam merumuskan larangan kawin apabila: (1) Dilarang
melangsungkan perkawinan antara seorang pria; (a) dengan seorang wanita
mantan isterinya yang ditalak tiga kali, dan (b) Dengan seorang wanita mantan
insterinya yang dili’an. Pada poin (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf (a)
gugur, kalau isteri telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan
tersebut putus ba da dukhul dan telah habis masa iddahnya.®®

Berdasarkan Pasal 43 angka (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut,
menunjukkan bahwa kalau suaminya ingin kembali lagi kepadanya maka wanita
tersebut harus memihak dulu dengan laki-laki lain dengan pernikahan baru,
namun banyak kasus membuktikan bahwa dalam melakukan pernikahan
seperti ini hanya formalitas dan jauh dari substansi perkawinan. Seorang yang
menikahi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud
menghalalkan perempuan ini kepada suaminya yang pertama, inilah yang
dinamakan dengan nikah muhalil.

Pandangan hukum Islam ini sejalan dengan apa yang telah ditetapkan
oleh Imam Mazhab yang menyatakan pernikahn muhalil ini saha dilakukan
apabila ketentuan syarat yang dialkukan tersebut telah mengikuti kaedah yang

berlaku pada umumnya.

%Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, PT Lentera Basritama, Jakarta,
2000, him. 453.

% pasal 43 Kompilasi Hukum Islam



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemaparan dari bab-bab terdahulu, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek nikah muhalil yang berlangsung di Kecamatan Ketambe sama
seperti nikah pad umumnya. Dimana dalam pernikahan muhalil tersebut
wajib adanya syarat dan rukun dari pernikahan tersebut seperti adanya
wali dari pihak perempuan, saksi pernikahan dan mahar serta akad
pernikahan. Sedangkan mengenai mahar tergantung kemampuan laki-laki
yang akan menikah tesebut dan pernikahan ini dilakukan bukan di depan
pegawai pencatat nikah (PPN) dan dilakukan di kediaman mubhalil.
Setelah akad pernikahan ini selesai mereka menjadi layaknya suami istri.

2. Pandangan tokoh agama dan Masyarakat setempat berkaitan dengan
parktek nikah muhalil ini rata dari mereka menyatakan jika nikah muhalil
yang berlngsung tersebut dipandang sah karena telah memenuhi syarat,
namun dari sisi lain karena pernikahan tersebut bukan sebagai dasar
menjalani rumah tangga yang utuh membuat kesan sebagai formalitas
semata.

3. Pandangan ulama mazhab tentang nikah muhalil; Imam Malik
berpendapat bahwa nikah muhalil dapat dibatalkan jika dilakukan dengan
bersyarat, Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa nikah
muhalil itu sah karena dalam akad perkawinan tidak terdapat adanya
persyaratan, adapun mazhab Hambali sependapat dengan Imam Malik
yang berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal sehingga perkawinan

selanjutnya oleh suami pertama tidak sah.
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B. Saran
Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian ini maka bisa diberikan
beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyuluhan tentang hukum pernikahan khususnya
mengenai nikah muhalil dan segala masalah yang ada didalamnya.
Karena motivasi sebagian kecil pelaku nikah tahlil ini hanya uang dan
syahwat saja.

2. Bagi pelaku nikah muhalil diharapkan mengerti tentang tujuan dari
pernikahan yang sesungguhnya dan jangan menikah muhalil hanya
mengharapkan sejumlah uang.

3. Bagi pemerintah Kecamatan Ketambe dari segi pendidikan dan
pengetahuan tentang Islam dan hukum perkawinan hendaknya harus
lebih ditingkatkan terlebih lagi dalam masalah perkawinan.

4. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, perlu melakukan kajian secara
mendalam tentang konteks pernikahan muhalil yang ditijuan dari sudut
pandang yang berbeda baik dari segi kompilasi hukum Islam maupun

hukum positif.
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